
------- 

1. Undang-Undang Nnmor 17 Tahurt 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia'Iahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, Numor 4287); 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
pcrncrintahaan, pengelolaan. pembangunan dan 
pelayanan kepada maavarakat, maka perlu disusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan 
penjabaran viai, misl dan progran1 Bupati dan Wakil 
Bupati terpilih; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah uaerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 sebagai 
dokumen pererrca naan rt.AP.rah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Paaal 264 Undang- 
U ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2017-2022 dengan Pcraturan 
OSI P.r.:I h ; 

d. bahwa berdaaarlcan pertimbanga.n sebagaimana 
dirnaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pringsewu 1'ahun 2017-2022; 

BUPATI PRINGSEWU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Me-nginga.t 

Menimbang 

RENCANA PJ;MBANOUNAN JANGKA MENENOAH DAERAll 
KABUPATEN PRINGSB:WU TAHON 2017-2022 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABU?ATEN PRINOSEWU 
NOMOR 1 ' TAHUN 2017 

KABUPATEN PRJNGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

SALINAN I 



2. Undang-Undang Norn.or 25 Tahim 2004 tentang 
Sistem ' Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tamba.han Lembaran Negara Republic 
Indonesia Nomor 1421}; 

3. Undong Undang Nemer 33 Tahun :2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun :.!004 Nomor 126, 
Tambahan Lcmba.ran Negara Rcpublik Indonesia. 
Nemer 4438) 

4. Undang-Und::ing Nemer 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 - 20:25 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Taw11Jlil1an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor :26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Repul>Jik Indonesia Nomor 4725j; 

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembcntuka.n Kabupeten Pringeewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pdayanan Publik [Lcmbaran ~ega.ra Republik 
lnrlone~ia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50381; 

8. Und.ang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Lndangan 
(Lembaran NegHJa Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahari Lembaran NP.gam Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tulul.Jw1ai1 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5494); 

10. Undeng Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-U ndang .Nomor 23 Tah un 2014 ten tang 
Pemerintahan Dacmh (Lembamn Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

!.,.. 



12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Non10r 5601); 

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahu11 2015 tcntang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubenur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- 
Undang {Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 23, Trunbahan Lembaran Negara 
R!!puhlik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 5898); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun :.!UOt> Nomor 140, 
Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerinub Nomor 6 Tahun 2008 t1mt.ang 
Pedoman Evaluasi Penyelengga.raan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
200t! Norn.or 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonellia Nomor 4815); 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pela.ksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah, (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tnhun 2008 
tentang Renr.ana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Norn.or 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan PclakSIUlJlllll Undang-Undang 
Nomor fi Tahun 2014 Tentang Desa (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Non.J01· 5539) eebagedmana tclah bcberapakall 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 57171; 

.~ 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prcduk Hukum Daera'h 
(Serita NeRara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, 
dan Evtlluwil Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peratunm Da.erah tentang 
Rencana Pembangunan Jangl<a Panjang Daerah den 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangl<a 
Panjang Daemh, Rencana Pembangunan Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Derah (Serita 
Negara Republik mdonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangurian Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
L..ampung Nomor 314); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 
2010 rentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Lampung Tahun ?.009 - 2029 (Lembaran Daerah 
Provins! Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangk.a 
Menengah Daerah Provinsi Lampung Ta.bun 201S- 
?.01Q (IA!mbaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 404); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokck Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lcmba.ran Daemh KabQpaten 
PringAAWU Tahun 2010 Nomor 07); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pring....ewti Nomor 02 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Pringsewu 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahu11 2012 Nomor 02); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 
Tahun 2012 tentang Rcncana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2012 Nomor031; 

,...... 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Da.erah adalah Kabupaten Pringsewu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. 
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 
4. Organisam Perangkat daerah. yang selanjutnya disingkat OPD ada1ah 

unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 
aspek pendapatan, kcsempatan kerja, lapanaan berusaha, aksea 
terha.dap pengambilan kebijakan. berdaya eaing, maupun peningkatan 
indeks pembangunan rnanusia, 

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan·tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan didalamnya, guna pewanraatan dan pengaloka&ian 
eumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan ke!lf'j.Aht.P.rnan 
sosial dalam suatu lingkungan '\llila.yah/daerah dalam jangka waktu 
tertentu. 

P11N1! l 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENT ANG RENCANA 
P.EMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUl'ATEN PRINOSEWU TAHUN 2017 - 2022. 

Menetapkan 

MEMUTIJSKAN: 

Dcngan Pcrsetujwm Benama 

UEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PRINGSEWU 

clan 
BUPATI PRINGSRWIJ 

28. Pero.turan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor l 6 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu 2011 - 
2016 (Lembaran Llaerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2012 Nomor 16); 

29. Peraturan Daerah Kaliupalen Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentubn dan Sustman 
Perangkat daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 
16); 

,-- 



Pasal 2 

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu periode <!Ol'i-2022 
dilak11811akan ~~uai dengan RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017· 
2022. 

BAB II 
PEMBANGUNAN DAERAH 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah K.s.bupaten 
Pringsewu Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya dismgkat sebagai 
RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pringsewu untuk periocle 20 [dua puluht tahun terhitung 
sejak tahun 2005 sarnpai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jcu1glw Meneugah Daerah Kabupaten 
Pringeewu, yang selanjut:nya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembanaunan daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) 
tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program 
Kepala Oaerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten serta 
memperhat:ikan RPJMD Provinei dan RPJM Nasional. 

9. Rencan1:1. Kerjct Pemerintah Daerah Ka.bupaten f'ringscwu yang 
selanjutnya disinglcat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana 
pembangunan tahunan daerah. 

10. Rencana Strategis OPD Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD 
untuk periode 5 [lirna] tahun. 

11. Kencana Kerja OPD Kabupaten Prlngsewu yang selanjutnya dii:singk.a.L 
Renja OPD o.daJnh dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 
(satu) tahun, 

12. Visi adalM n1mmum umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

13 . .Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
F'Usat/Da.erah untuk mencapai tujuan. 

16. Program ada1ah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksan.akan olch in&tansi pcmerintllh/lembaga untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran 
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah. 

17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan Bappeda atau sebutan Iain adalah perangkat da.erah yang 
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerinto.ho.n dibidang 
flP.""n~an.11an. 

,. . 



( J) Bupati melakukan pengendalian dan evaluas:i RPJMD_ 
(2) Pengendalian Slf!Mg:iimsma dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pengendalian terbadap: 
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; clan 
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi evaluasi 
terhadap: 
a. kebijl:duu1 perencanaan pembangunan daerah; 
b. pelaksanaa.n rencana pembangunan dacrah; clan 
c. hasil rencane pembangut\tl.l\ daerah. 

(4) Pengendalian oleh Dupati dalam pelaksanaannya dilakukaJ1 olch 
Bappeda untuk kesehiruhan perencanaan pembangunan daerah dan 
oleh Kepala Organisasi Perangkat da.erah untuk program sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

BAB Ill 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

PasalS 

(1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan data clan informasi 
perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang yang 
dikclola dalam eistem informeei pembangunan dacrah. 

(2) Pemcrintah Dacrah mengembangkan dan mengelola sistem infonnasi 
pembangunan daerah. 

Pasal4 

(1) RPJMD menjadi pedoman dalarn penyusunan Renstra OPD Kabupaten 
Prin~~wu. 

(2) RPJMD menjadi pedoman dalam pcnyusunan RKPD. 
(3) RPJMD digunnkan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

(1) RPJMD sebagaimana dimak&ud dalam Pasal 2, memuat: 
a. visi, misi dan program Kepala.Daenih; 
b. arah kebijakan keuangan d.aerah; 
c. stra.tegi pembangunan da.erah; 
d. kebijakan umum; 
e. program Perangkat daerah; 
f. program lintas Perangkat d.aerah; 
g. program kewilayahan; 
h. rencana kerja dalam kerangka regulast yang bersUllt lndlkadf; dan 
i. rcncana kerja d.olarn kerllllgkn pendanaan yang bersifat indikatif. 

(2) RPJMD s.ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada 
Lampi.ran yang merupakan hagi.an tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

Pasa.13 



BABV 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasa\9 
(1) Dokumen PerencanAsin Pembangunan Kabupaten Pringsewu yang 

bersifat sektoral yang sudah a.da da.n masih berlaku wajib disesuaikan 
dengan RJPMD ini paling lambat 1 (satu) tahun sejal< diundangkan. 

(2) RKPD Tahun 2018 wajib disesuaikan dengan RJPMD ini paling lambat 
2 (dua) bulan eejak diundanglean. 

(3) Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penvusunan RKPD 
tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman kepada RPJMD 
ini. 

(1) Dalam proses pe~nr.::inBBn, pela.ksanaan, pemonitoran dan 
pengevaluasian RPJMD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi 
masyarakat. 

(2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana cUmaksud pada 
ayat 11), Pemcrintah Daerah: 
a. menyampaikan infonnasi tentang pt'nyelenggaraan f>f!mf!rintahan 

Daerah kepada masyarakat; 
b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan 

aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Da.erah melalui 
dukungan pengembangan kepaeltes masyarakat; 

c. mengcmbangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan 
keputusan yang m.emungkinkan kelompok dan organisasi 
kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/ atau 

d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undanga.n. 

.e-. 

BAB IV 
PARTISlt>A~l MASYARAKAT 

Pasa.18 

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 
a. hasil pengendalian dan evaluaei menunjukkan bahwa proses 

perurnusan, t:iclak sesuai dengan tahapan dan tata cara penvusunan 
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan; 

b. basil pengendalian dan evaJuasi menunjukkan bahwa substansi yang 
dtrumuskan, tidak. seeuai dengan peraturan perundang-undo.ngrut; 

c. terjadi perubahan yangmcndasar; dan/atau 
d. mcrugiken kepentingan nasional. 

Pasal 7 

(5) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya. dilakukan oleh Rappeda 
untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh 
Kepala Organisasi Perangkat daerah untuk capaian kinerja 
pelaksanaan program perangkat daerah periode sebelumnya. 



.. 

Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hokum 

Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRlNGSJ!:WU T.AHUN 2017 NOMOR 
NOMOR REGISTER PERATURAN OAERAH KABUPATEN PRJNGSEWU 

A. BUDIMAN PM 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

SUJA.DI 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 
BUPATI PRINGSEWU, 

Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orans dapat mengetahuinya, memerintahkan penguridangan 
Pemturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pringsewu. 

Pada saat Peraruran Oaemh ini rnu lai berlaku, semua produk hukum 
daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan 
perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Pringsewu wajib 
mendasarkan d.an menyesuaikan pengaturannya derrgarr Peraturan 
Daerah ini. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

l4) RKPD sebagallnana dllnaksud pada aya.t (1) digunakan sebagai 
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tahun pertarna periode pemerintahan Bupati berikutnya. 



Sesuai dengan amanot Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneala 
Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang unruk menga.tur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempcrccpat terwujudnya kesejahteraan 1rm~ywakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdAyAsm dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan 
strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keieeimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 
dalam !\is1em Neg,ara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerinuilion Dacrah 
pada negara kesatuan merupakan saru kesa.tuan dengan Pemerintahan 
Nasional. Kebijakan yang dibuat dan di1aksanakan oleh daerah 
raerupakan bagian Integral dari kebijakan nasiona1. 
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam 
sistem pcrenc:anaan pembangunan naaiunal, Perencanaan pembangunan 
daerah dilakukan !>emf!rintah Daerah bersama para pemangku 
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 
Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan 
potenai yang <lim.iliki masing-masing daerah, sesuai dinami.ka 
perkembangan daemh dan nas.ional. Perencenaan pembangunan daerah 
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 
Kabupaten Pringsewu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. 
Pembentukan Kabupa~ Pringsewu dimaksudkan untuk mendorong 
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah 
untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi 
dan mencapal maksud pembentukannya, Kabupaten Prmgsewu harus 
memiliki RPJMD sebagal dokumen perencnnaan pcmbangunan jangka 
menengah. 

I. UMUM 

RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH 
KABUPATENPR!NGSEWU TAHUN 2017-2022 

TENTANG 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 

NO MOR 

PENJELASAN 



Pasal 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Ayat (II 

Hurufa. 
Visl, misi dan program Kepala Daerah :m.erupakan 
keadaan masa depan yang cliharapkan dan berbagai 
upaya yang akan dila.kukan mel.alui program-program 
pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah 
t.erpi.lill. 

Pasal l 
Cukup jellls 

II. PASAL DEMI PASAL 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, miai dan program Kepala Daerah 
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijaloin, ~mhanguni:in 
daerah, keuangan daerah, indikator kinerja daerah serta program 
perangkat daerah dan lintas perangkat d.aerah yang disertai dengan 
kerangka pendanaan berslfat indlkatif unruk jangka waktu 5 (Ii.ma) tahun 
yang disusun dengan berpec:loman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan 
RPJMN. 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar. Seperti 
pengalihan urusan antar tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peratumn 
pelaksanaannya, sebelumnva menladi salah satu landasan yuridis 
fundamental daJam penyusunan RPJMD. Masalah yang timbul adalah 
belum adanya Peraturan .t'elaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 terkait pedoman tekma pcnyueunan pcrcncenaen pembangunan 
daerah. 
Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menyatakan bahwa, semua peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang belum diganti clan tidak bertentangan 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, 
penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pringsewu 2017-2022 
berpedoman pada Peraturan PemerintBh Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara .Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rcncana Pcrnbangunan Dacrah, Pcrmendagri Norn.or 51 Tflhun 2010 
tentang Pelaksan.aan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah. 



Hurufg. 
Program kewilayahan merupakan program 
pembangunan daerah untuk terciptanya kcterpaduan, 
kP.sen:isism, keseimbangan laju pertumbuhan dan 
keberlanjutan pembangunan antar wilayah/ antar 
kawasan dalam Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota 
atau antar Kabupaten/Kota di wila.yah Provin:si atau 
dengan Provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang 
wilayah. 

Hurufe. 
Program perangkat daerah merupakan program yang 
dirumuskan bcTdasarka.n tugas clan fungsi Perangkat 
daerah yang memuat indi.kator k:inerja, lokasi program. 
tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan, 

Huruff. 
Prognun lintas perangkat daerah rnerupakan program 
yang meliba.tkan Iebih dari satu perangkat daerah untuk 
mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan 
termaau1c indlkator kinerja, lokasi program, tahun 
pelakeanaan dan sum ber daya yang diperlukan. 

Hurufd. 
Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana 
program priorit.as pembangunan yang disertai kerangk.a 
pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi 
pedoman bagl perangkat daerah dalam menyusun 
program dan kegiatan Renstra SKPD. 

Hurufc. 
Strategi pembangunan daerah merupakan langkah- 
langkah berisikan program-program indikatif unt.uk 
mewujudkan visi dan rnisi dalam rangka pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki, untuk peningkata.n 
kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalaln aspek 
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan bcrusaha, 
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, 
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 

Hurufb. 
Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman 
don gambaran do.ri pelakeanaan hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk keka.yaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
ter-.hut. 



Pasal 5 
Ayat (1) 

Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
b, orsarusasi dan tatalakeana pemerintahan daerah; 
c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan Pegawai 

Negeri Sipil Daerah; 

Ayat (3) 
L>idaJam .t<t'JMLl Kabupaten Pringeewu tertuang lndikator 
Kinerja Daerah, eedangkan RPJMD Kabupaten Pringsewu 
merupakan dokumen J)f.!n!!nr.anaan. Olt'h kanma itu, Tndikator 
Kinerja Daerah dapat digunakan untuk mengukur sejauh 
mana keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud RPJMD Kabupaten Pringsewu menjadi 
pedoman dalam penyusun.an RKPD dila.kukan dengan 
penyelarasan: 
a, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah 

kabupaten dengan program pembangunan daerah yang 
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten; den 

b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah 
kabupaten dengan indUcasi rencana program prioritas yang 
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten. 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Perumusan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak 
terpisahkan dengan tahap peru:musan RPJMD; dan 
Renstm SKPD dirumusk:ln da.lam rangka mewujudkan 
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program _yang 
ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Ayat (:.!} 
Cukupjelas 

Iluruf i, 
Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat 
indikatif, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan 
program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif 
berdasarkan prakircUl.Il rnaju dan 8uu1loei· 
pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran 
yang ditetapkan. 

Hurufh. 
Kencana kerja dalam kerangka regulasi merupakan 
daear hukuin atau kebija.kan yang dijadikan landasan 
perumusan dan pelaksa.naan program pembangunan 
daerah. 



Pase.18 
Partisipa!li MRJtY"rakat adalah peran serta warga ma.syarakat untuk 
menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya daJam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

hurufc 
Yllilg dimaksud dengan perubahan yang mendasar mencakup 
antara lain terjadinya bencana aJam, gancangan politik, laisis 
ekonomi, konflik sosial budava, gangguan keamanan, 
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 

hurufd 
Yang dimaksud dengen rnerugikan kepentingan nasional 
apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. 

hurufb 
Cu ku p jelas 

Pasa.16 
Cukupjelas 

Pasal 7 
hurufa 

Cukupjelas 

Siatem Infor.lWllii Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 
suatu prost'S pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 
pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data 
tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi t.entang 
perencanaan pembangunan da.erah. 

Ayat (2) 
Dahun rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan 
infon:w1.si seeara optimal, daerah perlu membangun sistem 
informa.11i perencanaan pembangunan daemh. Sistem 
infonnasi perencanaan pembangunan daerah merupakan 
subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan 
yang utuh dan tidak terpisahkan.Perangkat dan peralatan 
sistcm infonnasi perencanaan pembangunan daerah harus 
memenuhi stander yang ditenrnkan oleh Menteri terkait 
pemerintahan daerah. 

penyelenggaraan 

d. keuangan daerah; 
e. potensi sumber daya daerah; 
f. produk hukum deerah; 
~. kependudulcan; 
h. informas.i dasar kewilayahan; dan 
i. mtormasi Iain terkait dengan 

l"emerintahan Daerah. 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRlNGSEWU NOMOR 

Pasal 11 
Cukupjelas 

t'eraturan Yemerintah Nomor 43 'J'ahun 2014 Tentang Peraturan 
Pclakeanaen Undang-Undang NomoT 6 Tahun 2014 Ten.tang Dcsa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nontor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pa5al 117 
Ayat (I) dengan tegas menyatakan bahwa RPJM Desa mengacu pada 
RPJM .Kabupaten/Kota. 

Paaal 10 
Cukupjelaa 

Terkait perencanaan pembangunan desa, didalam Undang-Undang 
Numur 6 Ttlhun 2014 Tlmt~:ng De~~~ 79 ayat (1) m.enyebut.kan 
bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan 
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pasal 79 ayat (21 
menyebutkail Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Deaa dan Rencana Kerja. 
Pemerintah (RKP) Desa, 

Ayat (31 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

l\yat (?.) 
RKPD 2018 merupakan acuan penyusunan APBD 20l8. 
Sedangkan APBD 2018 merupakan landasan pembiayaan 
pel.a.ksanaan program RPJMD di Tahun 2018. 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Yang dirnaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat 
sektoral adalah perencanaan pembangunan adalah 
perencanaan yang dilnkulmn dengan pendekatan benlasarkan 
sektor yang hanya melingkupj satu sektor pembangunan saja. 
Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan eektor 
pariwisata, pembangunan industri dan sebagainya. 
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